
URAIAN SINGKAT PEKERJAAN 

REVITALISASI TERMINAL PENUMPANG TIPE A LHOKSEUMAWE TAHAP 2 

 

Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan 
keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan. Terminal 
Tipe A Lhokseumawe merupakan salah satu Terminal Tipe A yang dikelola oleh kementerian Perhubungan Darat 
yang berada di Kota Lhokseumawe yang berfungsi untuk mendistribusikan perjalanan Angkutan Umum Antar 
Provinsi, sedangkan di malam hari Terminal Tipe A Kota Lhokseumawe berfungsi sebagai tempat singgah Bus 
Antar Kota Antar Provinsi. 

 

Kondisi fisik Terminal Tipe A Lhokseumawe dapat dikatakan Perlu Adanya  Revitalisasi lanjutan tahap 2 

disebagian bangunan diantaranya pada kantor terminal, ruang tunggu penumpang, kios, toilet,Kawasan dll.  

Sebagai salah satu fasilitas pelayanan publik dengan tingkat aktifitas yang cukup, maka perlu adanya upaya untuk 

revitalisasi terminal dengan harapan agar Terminal Tipe A dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada 

masyarakat yang  nyaman. 

 

Rencana Revitalisasi Terminal Penumpang Tipe A Lhokseumawe Tahap 2 di atas fasilitas lahan darat 

sebagai berikut: 

 

1. Pekerjaan Persiapan 

2. Pekerjaan pengujian dan laboratorium    

3. Pekerjaan Sistem Manajemen Keselamatan (SMK3) 

4. Rehabilitasi gedung utama    

5. Pekerjaan drainase    

6. Pekerjaan pagar kawasan    

7. Pekerjaan pembangunan gapura     

8. Pekerjaan kawasan    

9. Pekerjaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)  Solar Cell All In One  

10. Pekerjaan pembangunan pos jaga    

11. Pekerjaan tiang bendera  

 
Standar pelaksanaan Berdasarkan gambar – gambar teknis, dokumen teknis, Melakukan Survey dan 

pengukuran area kegiatan Pembangunan yang sesuai dengan standar konstruksi, sanggup memberikan jaminan 

kualitas mutu atas pekerjaannya, Dokumentasi Pelaksanaan pekerjaan dan Penyusunan laporan pelaksanaan 

pekerjaan kontruksi. 

 

Waktu pelaksanaan kegiatan ini direncanakan selama 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender mulai pada 

tahun  anggaran 2023 atau tidak melebihi satu tahun anggaran.  

 

 


